PRESIDEN
RERLALIE IMDOMESIA

FERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, IZIN,

Menimbang

Mengngat

SK No (86197 A

DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerinlah tentang
Penyelesalan Ketidaksesuaian Tata Ruang, Hawasan
Hutan, lzmn, den/a@mu Hak Atas Tanzh;

1.

Pasal 5 avat (2] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Peniataan Ruang: (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Letnbaran Negara Republik Indonesia Nomopr 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
[Lembaran Negara Republik Indonesie Tahun 2020
Nomor 2435, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 65373);

Undang Undang Nomor 1. Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja [Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Repunlik Indonesia Nomoar 6373},

MEMUTUSKAN: . ..



Menetapkan
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MEMUTLSKAN:

PERATURAN PEMERINTAIT TENTANG PENYELESAIAN
KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN,
IZIN, DAN/ATAL HAK ATAS TANAH.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dulam Peraturan Pemerintah ini vang dimaksud dengan:

1

2.

o

Bates Daerabh adalah batas daerah antarprovinsi
dan/atau antarkabupaten/ kota.

Tata Rusng adalah wujud strukiur ruang dan pola
rLAng,

Tara Ruang Laut adalah wujud struktur ruang lau
dan pola ruang laut

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata
Ruang.

hawasan Hutan adalah  wilayah tertentu  vang
ditetapkan alch Permnerintah Pusat  untuk
dipertahanzan keberadaannys sebags hutan tetap.

lzin adalah keputusan pejabat pemerintakan vang
berwenang  sebagal  wujud  persetujuan atas
permohonan insiansi pemeriniah, badan usaha, atau

miasyarakat  sesus dengan  ketenfuan  peraturan

perundang-undangan.

Peridnan terkalt Kegiatan yang Memanfastkan Ruang
Laut adalah legalitas yang diberikan kepada badan
usahd atay masyargkat untuk  femols dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannva di wilsvah
perairan pesigir dan lau:

8. Konsesi . . _
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Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan vang
berwenang  sebagai  wujud  persetujuun dari
kesepakatan badan dan/atay pejabat pemesintahan
dengan selamn badan dan/amu pejabidl pemerintahan
dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atsu sumber
dava alam dan pengeloladn lainnya sésual dengan
ketentuan peraturar perundang-undangan.

Hek -Atas Tanah adalah hak vang diperoleh dari
hubungan hukum antara pemcgang hak dengan
tanan, yang tidak rermasuk ruang di oatas tanah
dan/atay rieang di bawah ranah

Hak Pengelolean adalah hak menguasai dan negara
Vilng kewenangan pelaksanaannya sebagman
dilimpahkan kepada pemegang haknya.

Keterlanjuran adelah kondisi di mana l¢in, Konsesi,

‘Hak Atas Tanah, dan/amg Hak Pengelolsan yang

ditersitkan  berdasarksn keténtwan  peraturan

perundang-undangan vang pada saat itu berlaku,

namun menjadl tidak sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku saat ini.

Pelanggaran adalah kondisi di mana [zin, Konsesi, Hak
Alas Tanah, danfatau Hak Pengelolaan yang
diterbitkan tidak sesual dengan ketentuan perafuran
perundung-undungan.

Peta Rupabuml Indonesia adalsh péta dasar vang
memberikan informasi vang mencakup wilayah darat,
pantar, dan laut.

Pera Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang
yang selanjutnya disingkatr PITT] adalan peta hasil
wennfikas Ketidaksesuaian vang ::Iltc‘rﬂpkan aleh
Mernten.

Garis Pantas adalah pertemuan antars daraten dengan
lautan yung dipengaruhi oleh pasang surut air laut,

Masyarakat adalah orang perseorsmgan, kelompok
orung, alau masyarakat hukum adat,

17, Instansi . .
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lnstansi  Pemerintah  adalal lembaga nfeedara,
kementerian, lembaga pemerintal nonkementerian,
lembaga, dan pemerintait dasrah.

Badan Usaha adalah bhadsn usaha berbadan hukiim
dan badan usaha tidak berbadan hukum.

Rencens  Tata Ruang Wilaysh vang selanjuinya
disingkat RTRW pdalah hasil perencanaan Tata Ruang
pade wilavah yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas . dan
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang
selanjutnya dismgkat RTRWN adalah Rencana Tata
Ruung seluruh wilayah Negars Kesatuan Republik
Indonesta yang meliputi riang darer, ruang lnut, dan
rusng  udara, termasuk ruang di dalam  bumi
berdusarkan peraturan perundang-undangan,

Rencana Tata Ruang Wilsyah Provinsi yang
selanjutnye dimngkat RTRWP adalah Rencansa Tarta
Ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang
merupakan penjabaran dan H’I‘RWh Vang memuat
Lujuan, kebilakan, strategl penatasn ruang wilayah
provinsi, rencana siruktur ruang wilavab provinsi,
rencaria  pola ruang wilayah provinsi, penetapan
kawasan strutegis provinsi, asrahan  pemanfaatan
rlang wilavall provinsi, dan arahan pengendslian
pemianfaatan ruang wildyvah provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang
selanjuinyva disingkat RTRWK adalah Rencana Tatis
Ruang yang  bersifal umum  dari  wilayah
kKabupaten/kota vang merupakan penjabaran dar
KETRWP vang ‘memuat tujuan, kebijakan, strateg
penataan ruang wilayah kabupaten/kotda, rencana
struktur ruang wilayah kabupaten /keta, rencana pola
ruang wilavah kabupaten/kowa, penetapan kawassn
strategis kabupaten/ kota, arahan pemanfsatan ruang
wilayah kabupaten/ kota, dan ketentuan pengendalian
pemanfantan reang wilavah kabupaten/ kota,

23, Rencana . . .
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Rencana Tata Ruang Kawnsan Strategls Nasional vang
selanjuinya  disingkat RTR  KSN  adalah  hasil
perencanaarn tatd tuang wilayvah vang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyal pehgaruh
sangat penting secard nasioneal terhadap kedaulatan
negars, pertabanan dan keamanan negara, ekonoimi,
sosial, budaya, danfarau  lingkungan, termasuk
witayah yang telah ditetapkan scbagal warisan dunia.

Rencana Tata Ruang Laut vang selanjuinva disinglat
RTRL adalab hasil dan proses perencanaan Tata
Ruang Laut.

Rencann Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
yang selanjutnya disingkat REZ KSNT adalah rencana
yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan
ruang laut di kawasan strategis nasional tertentu,

Rencana  Zonasi  Kawasan  Antarwilsyah  vang
selanjutmya disingkat RZ KAW adalah rencana yang
disusum uniuk menentukan araban pemanfaatan
ruang lsut di kawasan antarwilayah,

Rencana Zonasl Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulay Keell
vang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana
yang menentukan arah penggunaan sumber dayva vang
disertai dengan penetapan alokasi ruang pada
kawasan perencanasn yang memual kegiatan vang
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan seru
keglatan vang hanya  dapat  dilakukan  seielah
mempetoleh Lzin.

Ketidaksesuaian  adalah  kdndisi  \umpang  tindih
terkait Batas Dacrah, Rencana Tata Ruang, Kawasan
Hutan, lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, Hak
Pengelolaan, Garts Pariti, RTRL, RZ KSNT, RZ KAW,
RZWP-3-K, dan/fatau Perizinan letkail Kegiatan vang
Memanioatkan Rusng Laul.

Pulau-Pula Kecil Terluar yang selanjutoya disingkat
PEKT adelah pulaa-pulay keeil vang memiliki titik-titik
dasar koordinzat geografis vang menghubungkan garis
pangkal laut kepulsuen sesuar dengan  hukum
inizrnasional dan nasional,

30, Mentert . . .
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30. Menteri  adalah  menteri vang  menvelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendadalian grusan
kemenlerian dalam penvelengearaan pemerintabnn i
bidaitg perekonoimnian.

BAB Il
RUANG LINGELUP

Pasal 2
Peraturan  Pemerintah  inl  mengatur  penyelesaian
Ketldaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Huwan, lzmn,
Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atan Hak Pengelolaan, vang
teriadi dengan atau di dalam:

i,  DBatas Dacrah;

Kawasan Hutan;

RTRW;

Tzin;

Konsesi,

Hzk Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan;
Cratis Pantai,

RTRL, RZ KSHNT, RZ KAW, dan/ataun REWP-3-K;
dan / arau

gmoTa a4 o

H Perizinan terkait Kegiatan vang Memanfaatkan Ruang
Lait,

Pasal 3
Ruang linglkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:
'l penyvelesaian Bﬂta_s-j]er_rah;

b. penvelesalan .
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b penveiesaian  Ketdaksesuaian RTRWP, RETRWEK,
Kawasan Hutan, lzin, Konsesi; Hak Atas Tanah,
danjatau Hak Pengelolaan;

o,  penyeiesman Ketidaksesuzian Gans Pental dengan
Hak Atas Tanen, Hak Pengelolaan, dan/atau Perizinan
terkait Keglatan vang Memanfaatkan Ruang Laur;

d. penyvelesaian Ketidaksesuaian antars _RTR].—.. RZ KsNT,
RZ KAW, dan /atau REWP-3-K dengan Perizinan terkait
Kegiatan vang Memanfaatkan Ruang Laut; dan

e. kelembagean dan  lata  kelola  penyelesajan
Ketidaksesuzian Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin,
Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan.

BAB TN
PENYELESAIAN BATAS DAERAH

Bagian Kesatu
Urritim

Pasal 4
Penyelesaian Butas Daerah terdiri atas:
4. percepatan penyelesaizn Batas Daerah; dan

. penvelesdian Ketiddlesesumian antura Balss Daoerah
dengan RTREWP dan/atau RTRWEK.

Bagien Kedua

Percepatan Penvelesiaian Batas Daerah

Pasnal 5

(1) Buwas Daerah yang berlaku dan telah diletapkan dalum
seralurar menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintanan dalam  negeri  menjadi acuan
penyelesaian Ketidakassuaian.

' [2) Dalam . ..



Sk ho 094730 A

3]

(6)

FRESIDEM _
REPLIBLIK INDONESIA

_B -

Dalam hal Batas Dasrah belum ditetopkan dalam
peraluran  mentert  sebagiimansa  dimaksud  pada
aval (1), mentern yang menyvelenggaraukan UTUSAD
pemerintalian dalam  negeri bersama  déngan
permerintaly  daerab melaksarakan | percepatlan
penveiesaian pencgasan Balas Daeraly.

Dalarn hal terdapat Batas Daerah yang akan atau
dalarn  proses  revisi, dilakukan  pembahasan
percepatan penyelesaian penegasan Batas Dasrah oleh
menteri yang menyelenggarekan urusan pemerintahan
dalam negeri bersama pemerintah dacrah.

Hasil dari pembahasan percepatan  penyelesaian
penegasan Hatlas Daerah sebagalmans dimaksud pada
avat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam berita acara
kesepakatan yang ditandatangani oleh pans pihak,

Mentesi vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri menetapkan Batas Daerah berdasarkan
borita acara kesppakatan sebagaimanas dimaksud pada
ayat (4) dalam peraturan menteri paling lama 5 {lima)
bulon  rerhitung sejak Peraturat  Pemertntal  ind
berlaku.

Dalam  kal pemerintah  dasrah tidak  bersepaleat
terhadap Batas Dacrah vang teinh dibahas bersama
menter] yang menyelenggarakan urusan pemerintaban
dalam negen dalam jangka wakitn sebagaimana
dimaksud  padan  ayat (5, menteri  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
berwenang memutuskan dan menetzphan penegasan
Batus Daecrah paling lama 1 (satu) bulan.

Baman . . .
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Bagian Ketiga

Fenyelesaian Ketidaksesualan antara Batas Daerah

(1)

12)

dengan RTREWP dan/atau RTRWK

Pagpl 5

Dalum hal Batas Daerah 1eluh ditetapkan sehagaimana
dimsksud  dalam  Pasal S5, pamun  terdapal
Ketidaksesuaian dengan RTEWP dan/atau RTRWK,
dilakuxan revisi terhadap RTRWP dan/atau RTRWE

untuk disesuaikan dengan Batas Daerah yang telah

ditetapkan.

Revisi RTRWP danfatau RTRWK  sthagaimann
dimaksud pada ayal |1} dilakukan oleh pemerintah
dacrah  sejak  Ketidaksesuman RTRWE  dan/atau
RTRWK dengan Batas Daerah ditetapkan oleh Menier,

BAB IV

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN RTRWP, RTRWK,
KAWASAN HUTAN, 1ZIN, KONSES], HAK ATAS TANAH,
AN FATAL HAK PENGELOLAAN

Bapian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelesaian Ketidaksesuman RTRWP, RTRWEK, Kawasan
Hutan, lzin, F{nns&si, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak
Fengelolann terdiri atas:

a. penyelessian Ketidaksesuainn  aritara RTHRWP
danfatau RTRWK dongan Kawasan Hutarn:

b penyelesaian Ketidaksesuaian antata RTRWP dengan
RTRWEK,;

¢. penyelesaian Kelidaksesudian Tzin, Konsesl, Hak Atas

Tanah, dan/atat Hak Pengelolaan di dalam Kawasan
Hutan dalam Kelerlanjuran:

d. penyelesaian . . .
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perivelesaian Ketldaksesuaion antara Izin, Konses,
dan/atay Hak Atas Tanah dengan RTRWP dan/atau
RTRWEK dalam Keterlanjuran,

penyelesaian Kebdaksesuaian [zin, Konses:, Hak Alas
Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalarm Kawasuri
Hurtan dalam Pelanggaran: dan

poenyelesalan  Retidaksesuainn antara lzin, Konses:,
Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan dengan
RTRWP dan/fatau RTRWK dalam Pelanggaran.

Bagian Kedua

Penyelessinn Ketidaksesuajan antara RTRWP
dan/atau RTRWK dengan Kawasan Hutan

(1)

(2)

Pasal B

Penvelesalan  Keudaks#suaian  antara RTRWE
dan /utau RTRWK dengan Kawasan Hutan!

& dalam hal Kawasan Hutan ditctapkan lebih awal
dari RTRWD dan/atan RTRWEK, dilakikan revisl
RTRWP dan/atau RTRWK dengan mengacu pada
Kawasan Hutan vang ditetapkan terakhir;, dan

b, dalam hal RTRWP dan/atau RTRWK ditetapkan
lebilh awal dari Kewasan Hutan, dilakukan tsts
batas dan pengukuhan Kawasan Hutsn dengan
memperhatikan RTRWP dan/atau RTRWK.

Penyvelesajan  Retidaksesuaian antara RTRWP

danfatan  RTRWK  dengan  Kawasan  Hutan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf

dilakukan dengan tahapan:

a  revisl RTRWP dilakikan sejak Ketidaksesuaian
antars RTRWP dengan Kawasan Hutan ditetapkan
oleh Menteri; dan

b, revisi RTRWK dilakukan dengan mengacu pada
revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada
burul a.

(13) Penvelesaian . . .



SK Nof(l473i3 A

[3]

oS

PRESIDEN
REFUBLIK INDONES|A

= | Jrs

Penyelesaian  Ketdaksesuaian  antarda  RTRWP
danjfatgn  RTRWK  dengan  Kawasan — Hutan
sehagaimana dimaksud pada avat (1) hund b
dilakukan dengan pengukuhan Kawssan Hutan oleh
mentert vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
i  bidang kehutanan dalam  jangka waktu
palmg lama 18 (delapan Tbelas) bulan scjak
Ketidaksesunian antara RTRWP danjatau RTRWEK
dergan Kawasan Hutan ditetaplan oleh Menterd.

Bagian Ketiga

Penyelesatan Ketidaksesualan antara

(1]

(]

13)

RTRWP dengan RTRWEK

Pasgal 9

Penyelesaian Ketidaksesuaign antara RTRWP dengan

ETEWK dilakulsan melalui tihapeat:

a. revisi RTRWP dilakukan dan dit¢tapkan paling
lema I8 [delapan belas) bulan  sejak
Retidaksesualan anlara RTRWP dengan RTRWK
ditetapkan aleh Menterd; dan

b, revisi RTRWK dilakukan secara serentak untuk
seluruh kabupaten (kota dalam satu provinsi yang
ditetapkan psling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak revis) RTRWP sebagaimana dimaksud pada
huruf & ditetapkan.

Dalam hal revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada

ayal (1] huruf & telah ditetapkan, RTRWP dimaksud
meniadi acuan dalam proses revisl RTRWE.

Revisi RTRWP dan RTRWK schosaimana dimaksud
patda ayatl (1] menggunakan Peta Rupabumi Indonesia
termutakhir vang telah ditetapkan oleh kepala badan
ving melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
informasi geospasial.

Pasal 10, .
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Pasal 10

Pemernintah  daerah  melaksanakan  penvelesaian
Ketidizksesunian  antara. RTRWP  dengan RTRWK
sebapaimang dimaksud dalam Pasal 9.

Pade saat ‘revisi RTRWP dan  reviss RTRWEK
seboapguimana dimaksud dalam Pasal @ ayal (1), segala
macam proses pererbitan [zin dan/atzu Konsesi baru
dihentikan sementara pada wilayah vang mengalami
Ketidoksesuaian sampai dengin revisi RTRWP dan
revisi RTRWEK ditetapkan.

Perighentian sementara  proses  penerbitan  lzin
dan/atau Konsesi baru sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) dikecualikan untuk provek danfatau program
nasional yang bersifat strutegis.

Merteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agraria/ pertanahan dan tale ruang, menterd
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan delam
negert, dan/atau menteri vang menvelengearakan
urusan pemermtahan  di bidang  kelautan dan
perikanan dapat memfasilitast pemerintah daerah
dalam penvelesaian Ketidaksesumian antara RTRWEP
dengan RTRWK sebegaimana dimaksad pada avar (1).

Bagian Keempat

Penvelesainn Ketidaksesuaian [zin, Konsesi,
Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan
di dalam Kowasan Hutan dalam Kelerlanjuran

11

Pasal 11
Penyolesman Ketidaksesuaian lzn atau Konsesi dalam

keterlanjuran vang telah dikuasal dan dimanizatkan

di dalam Kawasan Hutan secbhelum kawasan tersebut
ditunjuk sebagst Kawasan Huwan, difakukan dengan
perubahan peruntukan Kawsssn Hutan, perubahan
fungsi Kawasan Hutan, dan/atau penggunaan
Kawasan Hutan, dan terhadap |zin atau Konscsi tetap
berlaku hingps jangks waktunva berakhir sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan,

(2] Penyelesatan | . .
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Penyelesalon Ketidaksesuaian dalam Keterlanjuran
terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak Perigelolaan
vang telah dikuasal dan dimanfeatkan di dalam
Kawasart  Hutan  sebelum  ditunjuknya  atau
ditetapkannva kawassan terscbut sebagal Kawasan
Hurtan, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah
dari kawasan Hutan melalui perubahan  batas
Kawasan Hutan.

Penyelesaian terhadap penguasaan tanalh  berups
permukiman, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan
gdrapan, kebun rakyat, lahan fransmigras, hutan
adat, atau tanah ulavar yang telah dilcuasal dan
dimanfaatkan secara fisik dengan thtikad baik oleh
Masvarakat di dalam Kawasan Huran selama janpka
wiktu paling singkat 20 (dua puluh) tahun secara
lerus menerus, penguasaan tanoh dimaksud tidak
dipermasalahkan oleh pihak lainnva, dan dibuktikan
dengan hisloris penguasaan dan permnanifaatannya,
diselesaikan oleh menteri vang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutsnan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Hek Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan
teluh ' dilakukan perubahan batas Kawasan Hutan
scbagaimana dimaksud pada ayat (2| dengan sengaja
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak
dimanluatkan, atau tidak dipelihara dalam jangka
wakiu paling singkat 2 [dua) tahun sejak dilepaskan
dari Kawasan Hutan, ditetapkan scbagai objek tanah
telantar oleh menteri yang menyelengearakan urisan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang sesual defigan ketentuan peramuran perundang-
undanpan.

Penyelesaian Ketdaksesusian [zin, Konsesi, Hak Atas
Tenah, dan/atau Hak Pengelolaan di dalam Kawssan
Hutan dalam Keterlanjuran sebegsimana dimaksud
paca ayat (1], myat (2), dan ayart [3) dilaksanakan paling
lambat 3 f{tiga] tahun sejak berlakunva Peraturan
Pemeritah ind.

Bagian . . .
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Bagian Kelima

Penvelesalan Ketidaksesuaian antara Izin, Konsesi, dan/atau
Hax Atas Tanah dengan RTRWP dan/atau
RTRWK dalam Keterlanjuran

SK No 094736 A

(1)

Pasal 12

Penyelesalan Ketidaksesuaian antara Izin, Konsesi,
dan/atau Hak Atas Tanah milik Instansi Pemeriniah,
Badan Uszhe, danjatau Masyarakat dengan RTRWP
darn/atau RTRWK dalam Keterlanjuran dilakukan
dengan cari

a,

dalam hal Instans Pemerintah, Badan Usaha,
dan/atau  Masyarakat belum  mengusahakan,
menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi,
dan/atau Hak Atas Tansh secura efektil maka
terhadap  Izin  dan/atsn Konsesi  dilakukan
pengurangan, pebclutan, atau  pencabutan
wilsyah kerjn Tzin atay Konsesi vang tidak sesual
RTRWP dan/atau RTRWK, dan terhadap Hak Atas
Tariah  dilakukan penyesuainn  pemanfaatan
tanal dengan RTRWP dan/atau RTEWK;

dalam hul Instansi Pemeérintah, Badan Usaha,
danfatau Masyarakal telali mengusahakan,
menggunakan, atuu memanfaatkan lein, Konsesi,
dan fatau TTak Atas Tanah sccara efektif dan tudak
melampaul dava cdukung dan duya tampung
lingkungan hidup maka lzin, Konsesi, dan/atau
Hak Atas Tanah tetap berlaku hinggs jangka
wakou  berlakunys  berakhir dan  dapat
diperpanjang sesuai dengan ketentuan pefaturan
perundang-undangan;

¢ dalam., ..
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dalam hal Instansi Pemctintal, Badan Usaha,
dan/atau Masyarakal telsh mengusahiakan,
menggunakan, atau mermanfaatikan 1zin, Konsesi,
dan/atau Hak Atas Tanah secara efektil, namun

akrvitas Instans) Pemerintah, Badan Usaha,

dan/atau Masvarakat melampaul dava dukung
dan daya ampung inghungar hidup, maka:

l. terhadap lzin atau Konsesi dllakukan
pengurangan atau penciutan wilavah kerja
lzin atau Konsesi yvang tidak sesuai RTRWP
dan/atau KTRWEK; dan/atau

2. terhadap Hak Atas Tanah, dilakukan
penvesuaian pemanfaatan tanah dengan
RTRWP dan/atau RTRWE.

dalarn hal Instansi Pemeriritah, Badan Usahla,
dan/atan  Masvaraksat dengan sengaja tidak
mengusahakan, mengpunakan, ataus
memanfaatkan tanahnva secara efektl atau tidak
melakukan kegiatan usaha pada tanah tersebut

sesual dengan rencana kerja vang telah disetujui

pemberi Izin atau Konsesi dalam jangka wnkm
paling singkat 2 (dua) tahun sejak penerbitan lzin

awau  honsesl, dilakukan penetapan kawdsan

dan/atau tanah telantar oleh menteri yang
mienyelenggarakan urusan  pemesmtahan di
bidang agrariaf pertanahan dan tata ruang sesua
dengan  ketentuen  peraturan  perundang-
undangan.

Penyelesaian Ketidaksesuaian beberapa lsin, Konsesi,
dan/atau Hak Atus Tanah mililk Instansi Pemerintah,
Badan Usaha, dan/atau Masvarakat terhadap RTRWP
dan/atau RTRWK dalim Keterlanjuran dilaknkan
dengan cara:

a. Terhadap . . .
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Terhadap lzin, Konses:, dan/atau Hak Atas Tanah
vang terbit lebih awal dari Izin, Konsesi, dan/atau
Hak Atas Tanah lainnva di lnhan vang sama:

1. dalam hal pengusahasn, penggunaan, atau
pemanfaatan fzin, Konsesi, dan/arau Hak
Atas Tansh yang terbit lebih awal tidak
melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan lhidup maka Tzin, Konsesi,
dan/atal Hak Atas Tanah dimaksud retap
berrlaky hinggn jangka walkmu berlakunya
berakhir dan dapatl diperpanjang sesuai
dengan  ketenpuan  perundang-undangan;
atan

4.  dalam hal pengusahasn, penggunaan, atau
pemaniaatan lzin, Konses:, dan/atau Hak
‘Atas Tanah vang terbit lebih awal melampaw
daya dukung dan daya tempung lingkungan
hidup maka Izin, Konsesi, dan/fatau Hak
Atzs Tangh dimaksud dilakukan:
8| pehgurangan atau penciutan wilayah

kerja [zin atau Konsesi, atau
B penyesuaian pemaniaatan tariah
dengan RTRWP dan/atau RTRWK.

Terhadap lzin, Konsesi, dan/atan Hek Atas Tarah

yarng  terbit letmh skhir dari Izin, Konsesi,

dan/artay Hak Atas Tanah lainnya di lahan vang

sama, dilakulan:

1.  pengurangan atau penciutan wilayah kera
lzin dan/atau Konses] seluas wilayah vang
terjadi Ketidaksesusian: dan

2. pembatalan Hok Atas Tanah vang terbit lebik

akhir  s#luas  wilayah  vyang  terjadi
Ketidaksesuaiun atay dengan musvawarah
mufekat antar pemegang Hak Atas Tanah,
dalam hal musyawarah mufakat tdak
tercapai maka  menggunskan  putusan
pengadilan yvang telah berkekuatan hukum
tetap sebagal dasar melakukan pembatalan
Hak Atas Tanah seluss wilayah vang terjadi
Ketidaksesunian,

c. Selain. ..
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c. Selain penvelesatan Kendaksesualan
sebagaimana dimeksud pada hural b, penerbit
lzin atau Konsesli dapat mengupayakan
mekanisme penyelesaian  melalul  penyusunan
perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara
beberape pemegang lzin atau Konsesi dengan
mempertimbangkan nilal manfaat dan
keekonomian dan pelaksanannva dilakukan
sesual dengan kKetentuen peraturan: perundang:
undangan.

Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konses:, dan/atau
Hak Atas Tangh dengan RTEWP dan/atau RTRWEK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2]
diselesaikan paling lama 3 (tgal tahun scjak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Penyelesaian Ketidaksesuaian sebagammana dimaksud
pada ayat (1) dan ayar (2) dilukssnakan oleh menteri
vang menyelengearakan wrusan  pemerintahan  di
bidang agroria/pertanahan dan tata ruang dengan
memteri terkait.

Bagian Keenam

Penyelesqaian Ketidaksesuaian Izin, Konsest,
Halk Atas Tanal, danfalau Hak Pengelolaan di dalam

Kawasan Hutan dalam Pelanggeran

Pasal 13

Penyelesaian Ketidalsesusian lzin, Konsesi, Hak Atas
Tanah, denfatau  Hak Pengelolaan millk  Instans
Pemerintal, Badan Usaha, atau Masvarakat di dalam
Kawasan Mutan dalam Pelanggaran dilakukan pengenaan
sanksi administratif sesuai dengan ketentusn peraluran
perundang-undangan di bidang kehutanan,

Bagisn . . .
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Ragian Ketujuh

Penvelesaian Ketidaksesusian antara lzin, Kotses:, Hak Atas Tanah,
dan /o Hak Pengelolaan dengan RTRWP
dan/atay RTRWEK dalam Pelanggaran

Pasal 14

Penveiesaian Ketldaksesualan antara lzin, Konses:, Hak
Atas Tanmah, dan/atau Hak Pengelolsan milik Instansi
Pemerintah, Badan Usaha, atau Masvarakal dengan
RTRWP dan/atau KTRWRK dalam Pelanpgaran, dilakukan
pengenaan sanksi administratil seswa dengan ketentusn
pemturan perundang-undangan i bidang Tata Ruang.

BAB W

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN GARIS PANTAI DENCGAN HAK ATAS
TANAH, HAK PENGELOLAAN, DAN/ATAU PERIZINAN TERKAIT
KEGIATAN YANG MEMANFAATKAN RUANG LAUT

SK No BR6231 A

(4]

(2]

(3}

Pasal 15

Penyelesalan Ketidaksesualan Garis Pantai dengan
ITak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan fatau Periginan
terkait Kegiatan yang Memunf@atkan Ruang Laut
mengacy pada unsur Garis Pantai vang téermuat dalam
Peta Hupabumi Indonesia yvang ditetapkan oleh kepals
budan yang melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang informuasi grospasial,

Titik dasar dan garis pangkal i PPKT menjadi denan
dalam penentuan Garis Panlal yang termuat dalam
Peta Rupabum Indonesia vang ditetapkan olch kepala
badan yang melaksanakan mgas pemerintahan di
bidang informasi geospasial.

Balam hal terjadi dinamika perubahan Garis Pantai
vang mengikibatkan ketidaksesuaian titik dasar dan
garis pangkal di PPRT dengan Garis Pantai dalam Peta
Rupabumi Indonesia, titik dasar dan garls pangkal di
PPKT tetap diakui dan berlaku.

(4 Dralam
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Dalam  hal teradi Ketidaksesuaian sebagaimana
dimaksud pada avat (3], pemerintah wajib memulihkan
kondis: fisik lahan menjadi daratan di PPKT.

Pasal 16

Hak Atds Tanmah dan/atald Hak Pengelolaan yang
berada di wilavah laut akibat dimamika perubahan

{Garis Pantai, sebelum ditetapkannya unsur Geris

Pantal dalam Peta Rupabumi [ndonesia yang pertama
kall ditetapkan oleh kepala badar vang melakdanakan
tugas pemerintahan di bldang informasi geospasial
muks Hak Atas Tanah dan/atau Hek Pengelolaan
dimaksud tetap diakui.

Pengakuan terhadap Hak Atas Tanah dan/atau Hak
Pengelolaan sebagaimana dimaksod pada ayat (1)
dilakukan  dengan tahapan identifikasi, mventansasi,
dan pengkaptan vang dilaksanakan oleh menten yang
menyelenggarakan urusan pemerntehan di bidang
agrara/pertanahan dan tatas ruang, dan menten yvang
menyvelenggarakan wusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan, serta melibatkan Instans
Pemornntah terkait sejak Ketidaksesuaian antara Gans
Pantai dengan Hak Atas Tanah dan/atan Hak
Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri.

Hasil  identifilasl, Inventarisasi, dan  pengkajian

schagaimana dimaksud pada ayatr (2) digunakan
schagai- dasar pengakuan Hak Ates Tanah dan/stau
Hak Pengelolaan,

Dalam hal hasil identifikasi, Inventarisasi, dan
pengkajian sebagaimann dimaksud pada avat (3,
hidang tenah tidak dapat diidentifikasi schingga tidak
dapat difungsikan, dipunakan, dan dimanfaatkan

sthagaithana mestinva, dinvataksn' sebagasi tanah

musnah  dan Hak Atas Tanah danfatau  Hak
Pengeloladn dinyvatakan hapus.

Pasal 17 ...



SK No 094742 A

(1)

2)

(2

(1

PREGIDEM
REPLABLIKE INDOMNESIA

- 20 -

Pédgal 17
Hak Atas Tanah vang diterbitkan di wilayah perairan

sebelum berlakunva  Peraturan Pemerintah  inid
dinvatakan tetap berlaku.

Pemegang Hak Atas Tanah schagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memberikan ruang dan askses
kepada nelayan, pembudi dayva tkan, petambak garam,
dan keselamatan pelavaran,

Hak Atas Tanah dapal diberikan kepada Masyarakat
vang telah memaniaatksn di  wilayah perairan
berdasarkan  perizinan  yang  diterbitkan  oleh
kementerian vang menyvelengearakan Urusan
pemerintahan di bidang kelautin dan perkanan
sesunl  denpgpn ketentuan  peratiran  perundang-
undangun,

Pasal 18

Instansi Pemerintah, Badan Usaha, atay Masvarakat

vang melaksanakan kegiatan reklimmasi:

a. sebelum ditetapkannya RTRWN, RTR KS8N,
RTRWP, RTREWK, RTRL, RZ KSNT, RZ KAW,
REZIWP-3-K, dan peraturan perundang-undangan
di bidang relklamasi;

b.  belum memiliki [zn reklamasi; dan

c belum mcm'iliki Hak Atas Tanah dan,-"_&tau Hak
Pengelolian,

wajin mengajukan permohonan perisnan reklamasi

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

terhitung scjak berlakunya Peraturan Pemerintah inl.

Perizinan  reklamasl sebagaimana dimaksud pada

ayat (1] diatur sesusai dengan ketentuan peraturan

perundang-unduangan.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal 1nHL1_£|_|15i Pemerintah, Badan Usaha, ataun
Masvarakat tidak mengajukan permohonan perizinan
reklamasi sebagalmana dimaksud ayat (1), tanah hasil
reklamast ditetapkan sebagai tanah yang langsung
dikuasai oleh negara.

Penguasaan, pemiiikan, pemanfaztan, dan
penggurian tanah hasil reklamasl diatur aleh menterd
yang menyvelengearakan urusan pemerinlahan  di
bidang agraria/pertanahan dan tata ruang,.

Dalam hal RTEWN, RTR KSN, RTRWP, RTRWEK, RTRI.,
RZ KSNT, RZ EKAW, RZWP-3-K, dan peraturdn
perundang-undangan di  bidahg reklsmadi  telah
ditetapkin, ‘namun’  pelaksans  reklamasi  ddak
memiliki ban reklamasi, pelaksana reklamasi dikénai
sdrkst seaual dengan ketentuan psraturan perundang-
undangan dan selanjuinve lansh hasil reklamasi
ditetapkan sebagal tanah viang dikuasal langsurig oleh
negara.

BAB VI

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN ANTARA RTRL, RZ KSNT, RZ KAW,

SK No 056230 A

£l

DAN/ATAU REZWP-3-K DENGAN PERIZINAN TERKAIT
KEGIATAN YANG MEMANFAATKAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Irnurn

Pasal 19

Peniyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRL, RZ KSNT,
RZ KAW, danj/atau RZWP-3-K dengan Perizinan terkait
Kegintan vang Memarnfaatkan Ruang Laut:

penvelesalan ketidaksesuaian antara RTRWD deagar
REZWP-3-K; dan

b, penvelesaian . . .
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penvelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan terkait
Kegiatan yvang Memanfaatkan Ruang Laut dengan
RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/fatay RZWP-3-K.

Bagian Kedua

Penvelesaian Ketidaksesuaian antdara RTRWP dengan RZWP-3-K

SK No (94744 A

(1)

(2)

(3

(1)

{2

(3]

Masal 20

Penyelesainn Ketidaksesualan antara RTRWP dengan
REWP-3-K dilakukan melalui revisi RTRWP dengan
mengintegragikan RZWP-3-K

Revisi scbagaimana dimaksud pada avat (1] mulai
dilaksanakan sejak Ketldaksesuaian antara RTRWP
dengan RZWP-3-K ditetaplkan oleh Menteri

Revisi RTRWP sshagaimana dimaksud pada ayst (1)
mengmunakan Peta Rupabuml [ndonesia termurtakhir
vang welah  ditetapkan oleh kepala badan yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasl
geospasial.

Fasal 21

Revisi RTRWP sebagainiana dimaksud dalam Pasal 20
avat (1) dilakukan dleh pemerintah daerah,

Revisi RTRWP sebagaimana dimaksud pada avar (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 18
{delapan belps) bulan teriitung sejak Ketidaksesualan
antara, ETRWF dengan REWP-3-K ditetapkan oleh
Menter:,

Menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang serta
menterl yang menvelengparakan urusan pemerintahan
di hidang kelautan dan perikanan dapat memlasilicas
pemerintah daerah dalam melakukan revisi RTRWP.

Bagian . . .
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Bagian keliga

Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Penizinan terkail Kegatan

SK No (004745 A

vang Memanfaatkan Ruang Laut dengan RTRL,
RZ KSNT, RZ KAW, dan fatau RZWP-3-K

(1]

2]

Pasgal 22
Penvelesaian Ketidaksesuaian antara Perizinan terkait
Kegiatan wvang Memanleatkan Rudng laul dengan
RTRL, RZ K&NT, RZ KAW, dan/atau REWP-3-K dalam
RKeterianjuran, dilakukan dengan cara:

g. dalam hal Perizinan terkait Kematan vang
Memanfaatkan Ruang Leut telah diterbitkan
scbelum ditetapkannya RTRL, RZ KSNT, RZ KAW,
danjatau RZWP-3-K maka terhadap Perizinan
terhait Kegiatan yvang Memanfaatkan Ruang Lau
yang sesuai dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW,
danjfatan REZWP-3-K wetap berlaku hingga jangka
waktu  berlabunya  berakhir dan  dapat
diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atan

b. dalam hal FPeriinan terkait Kegiatan yang
Memanfaatkan Ruang Laut telah direrbitkan
sebelun ditetapkannya RTRL, RZ KSNT, RZ KAW,
dan/atau REZWP-3-K maka terhadap Perizinan
terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut
vang tidak sesuai dengan RTRL, RZ KSNT,
RZ KAW, dan/atay RZWP-3-K tetap berlalkas
hingga jangka wuktu berlalkunya berakhir.

Penyelesaian Ketidaksesuaian antsra Perizinan terkant
Kegiatan vang Memanfaatkan Ruang Laut dengan
RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-2-K dalam
Pelanggaran, dilakukan pEngenaan sanksi
administratiil sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kelautan.

BAB VI, . .
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BAB VII

KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA PENYELESAIAN
KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, 1ZIN, KONSESI,
HAK ATAS TANAH, DAN/ATAU HAK PENGELOLAAN

(4

Pasal 23

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tats Ruang, Kawasan
Hutan, [zin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak
Pengelolaan dilakukan eleh um  koordingsi yang
diketual oleh Menteri.

Ketemtuan  lebili lanjut mengenal tim  koordinasi
sebagaimana dimeksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.

BAB VI

PENYUSUNAN, PEMUTAEHIRAN, DAN PENETAPAN PITTI

(1)

|21

[3]

SK No 94746 A

Pasal 24

Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, [@m,
Konsesi, Hak Atas Tanah, danfatau Hak Pengelolasn
ditvangkan dalam PITTI.

PITTI sebagaimana dimaksud pada avat (1] disusun
dan ditetapkan oleh Menteri.

Caiam ransgka penyusunan dan pemutakhiran PITTI,
Instansi Pemerintah wajlb  menyampaikan daia
pembeniuk PITT] kepada Menteri paling lama 3 [tiga)
bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintabh
berlalk.

(4) Data
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Data: pembentuk PITTT sebagmmana vang dimaksud
padas avat (3] dalam bentuk produk hukum dan
lampiran pela yang memenuhli standar ketentuan
reknis sesua dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketidaksesualan Tatae Ruang, Kawasan Hutan, lzin,
Konsesy, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan
vang ditusngkan dalam PITT] sebagaimana dimaksud
pada avat (1) menjadi dasar dalam penoyelesaian
Ketidaksesualan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menterl menvampailtan Ketidaksesuaian Tata Ruang,
Kawasan Hutan, lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah,
dan/atau Hak Pengelolaan pertama kali kepada
menterl, kepala lembaga, egubernur, dan/atau
hupati/wali kota paling lama 9 (sembilan|] bulan
terhitung seiak Peraturan Pemerintah inl berlaku,

Dalam hal Keudaksesuaian belum termuat dalam
PITT! sehagaimana dimaksud pada avat (2], menteri,
kepala lembagg, pubernur, bupati/wali kota, dan/atau
Masvarnkal yang dikoordinasikan oleh bupati/wall
kota, dapat mengajukan permohenan penyelesaan
Ketidaksesuainn Tateg Ruang, Kawasan Hutan, lzin,
Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan
kepada  Menten  yang  dilengkapi  dengan  data
pendukung dan lampiran peta,

Pemutakhiran  PITT] sebagaimana dimaksud pada
ayat |3) ditetapkan oleh Menterd.

(9] Pemutakhiran . . .
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[9) Pemutakhiran dan penetapan PITT] sebageimana
dimaksud pada avat (8) dilakukan setiap tahun oleh
Menteri.

(10) Tata cara penyusunan, pemutakhiran, dan penetapan
PITTI distur lebih lanjut dengan Persturan Menteri

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pagal 25

Menteri, kepala lembags, gubernur, dan bupati/wal kota
wiajiby menyelesaitkan hembatan dan permasalahan di
bidangnva dalam rangka penvelesalan Ketidaksesuaian
Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas
Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan.

BAR X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar. .



¢y

PREZIDEN
REFUBLIK INDOMESIA

- Pl
Agar sctuap orang  mengetahuinva, memernntahkan
pengundangan  Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatanmtiva dalom  Lembaran Negara  Republik
Indoress.

Oifetapgan di Jakarta
pada tanggal ¥ Februar) 2021

ERESIDEN REPUBLIK TNDONESIA,
teed.

JORQOQ WIDOQDO

Diundangkan di Jakerta
pada tanggsl 2 Februari 2021

MENTER! HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSLIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 53

Sulinan sesuai dengan aslinva

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN TATA RUANG, KAWASAN HUTAN, LZIN,
DAN/ATAU HAK ATAS TANAH

. TUMUM

Dalam rangka penyclesaian Ketidaksesuman Tata Ruang, Kawasan
Hutan, lzm, Konsesi, Hak Atgs Tanah, dan/atauw Hak Pengelolaan vang
diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan  dofam  mewuudikan
sinkronisas) pemanfaatan ruang, perlu dilakokan langkah penyvelesaian
untuk mengatasi berbagar hambatan [debottlenecking) dengan memberikan
pengaturan penyeiesalan Kefidaksesuaian. Ruang linglup penvelesaian
Ketidaksesualan meliputi;

a. penyelessian Batas Daerah;

b. penyelesaian Ketidakeesuaian antara RTRWE, RTRWH, Kawasan Hutan,
lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan;

c.  penyelesaian Ketidaksesualan Garis Pantai dengan Hak Atas Tanah,
Hak Pengelolaan, dan/atau  Perizinan terkait Kegiatan yang
Memanfaatkan Ruang Laut,

o, penvelesaian Ketidaksesumian antara RTRL, RZ KSNT, RZ KAW,
danj/atau RZIWP-3-K dengan  Peridnan  terkail Kegiatun  yvang
Memanfaatkan I«"n.mr.lgr Lawut; dan

e.  pengustan kelembagsan dan tata kelola penvelesaian Ketidaksesuaian
Tata Ruang, Kawasan Hutan, lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau
Hak Pengelolaan:

Kebutuhan ruang bagt pelaksanaan pembangunan nasonal
membutuhkan kebijakan yang dapat menjamin kepastinn perizinan dan
investas guna menciptakan lapangan kerja, dengan perencanaan Tata Ruang
vang komprehensit dan selaras dengan asas pembangunan berkelanjutan.
Dinarapkan dengan kohesivitas penalasn ruang, perrncanasn pembangunan
nasional dapat berjalan dengan balk., Berdasarkan pertimbargan di atas,
perly ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang  Penvelesaian
Ketidaksesuaian Tats Ruang, Kawssan Hutan, [zin, dan/ataw Hak Atas
Tanah.

ILPASAL ...
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l1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurulf d
Cukup jelas.
Huruf e

Yang dimaksud dengan "Konsesi® meliputi konsesl pembukaan
tambung, kontrak karva, Perjanjian Karye Pengusahaan
Fernambangan Bawubara (PKPZB}, konsesi perkebunan sawit,
konsesi jalan tol, konsesi pelabuhan, dan sebagainya.

Huruf
Cukup jelas,
Huruf g
Cukup jelas,
Hurif h
Culup jelas.
Huruf |
Cukup jelas;
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal5 . .
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Pasal 5

Ayat [1)

Cukup jelas.
Ayat |2}

Cukup jelas
Avar (3]

Cultup jelus.
Avyar (4)

Yang dimaksud dengan “para plhak® yaitu menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam pegeri dengan
pemerintah daerah proving dan/atau kabupaten/kota terlait.

Avat (5]
Culcup jeins.
Avat (6
Culmup jelas.
Pasal 6
Culkup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan yang ditetapkan
terakhit” adalah penetapan penunjukkan, penataan
balas, pemetasn, dan penctapan Kawasan MHutan,

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘“memperhatikan RTRWP
dan/atu RTRWK™ adalah menggunakan batas Kawasan
Huran yang termuat dalam peta RTRWP danfatau RTRWE
scbagal acuan dalam pelaksanasn tata batas dan
pengukuhan/ penetapan Kawasan Hutan.

Avat (2] ...
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Ayat (2]

Cukup jelas.

Ayat (3]

Pasal 9

Cukup jeias,

Cukup jelas.

Fasal 10

Ayat (1)

Cukup felas,

Avat (2)

Cukup jelas.

Avat (3)

Cukup jelas.

Avat (4]

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “memfasilitas) pemerintah daerah” dapal
berupa bantuan teknis dan/ataw bimbingan teknis.

Bantuan (eknis adalah dukungan dari Péemerintah Pusat kepada
pemeringih daerah untuk membentil penyelesalan
permasalaban spesifik terkalt  penyvelengearan  bidang
pemerintahan tertentu vang menjadl kewenangian pemerintah
dasrall dalam Rerangka pelaksanaan ownomi dasrall sesual
dengan ketentuan peraturan perundanpg-undangan. Bantuan
teknis vare diberikan terkalt dengan banluan tekms peaviapan
anggaran dan bantuan pemberian matert teknis  dalam
pelaksanaan revisl RTRWP di wilayah perairan pesisir,

Bimbingan teknis adalah dukungsn pembimbingan teknis dari
Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah denpuan rnsksud
untuk meningkatkan kompetensi teknis; pengelahuan, maupun
aspek-aspek teknis lainnva vang diperfukan oleh pemerintah
deerah untuk melaksanakan kewenangan pemerntah daerah
dalam kerangka pelaksanaon otenomi daerah sesusl dengan
peraturan perundang-undangan.

Cukup jeias.
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Pasal 12
Avan (1)
Yang dimaksud dengan *RTRWK" yaitu RTRWK vang sudah
sesual dan selaras dengan RTRWEF
Huruf a
Yang dimaksud dengan “memanfaatkan Hak Awes Tanah
secara efehktim™ yaitu mengusahakan, menggunakan, dan
melakukan kegiatan usaha pada lanah tersebut sesnal
dengan rencana Kerja yvang wlah disetujul pemberi lzin
ptau Konscsi.
Huruf b
Yang dimaksud dengen “tidak melampaul atau
melampaul dava dukung dan daya tampung lingkungan
hidup® adaiah hasil vang didasarkan pada peniiaian yang
dilakukan oleh kementerian vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
Huruf e
Cukup jelas.
Hurufd
Culoap jelas.
Aovat (2]
Yang dimaksud dengan "RTRWK® vaitu RTRWK yang sudah
sesual dan selaras dengan RTRWE
Avat (3)
Cukup jelas.
Avat (4]
Cukup jelas.
Paszal 13
Cukup j=las.
Pasal 14
Cukup jelas.
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Fasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas,
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Avat (1]
huruf a
Yang dimaksud dengan “peraturan peruridang-undangan di
bidang reklamasi® wvailu Undang-Undang Nomor |
Tabun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan: Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Presiden Nomer 122
Tahun 2012 tenfang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Puleu Kecil.

huruf b
Cukup jelas,
hurufl &
Cukup jelas.
Ayt (3}
Cukup jelas:
Avat (3]
Cukup jelas.
Avat [4)
Cukup jelas.
Avat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas,
Pasgal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1]
Cukup felas,
Ayvar(2). ..
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Avat (L]

Cukup jelas,

Ayat (3]

Pasal 22

Yang dimaksud dengan  memfasilitasi pemerintah daerah” dapal
berupa bantuan teknis dan/atau bimbingan teknis.

Bantuan teknis adalah dukungan dari Pemerintah Pusat kepada
pemerintah daerah urtuk membanitu penvelesaian
permasaluhan spesiik  lerkail  penvelengparan bidang
pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah
davrah dalam kerangka pelaksanasn ownomi daerah sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang-undsngan, Bantuan
teknis vang diberikan terkail denpgan banfuan teknis penylapan
anggaran dan  bantuan pemberlan materd tweknis dalam
pelaksanaan revisi RTRWP di wilayvah perairan pesisir.
Bimbingan teknis adalah dukungan pembimbingan teknis dari
Pemerintah Pusat kepada pemerintah dasrah dengan maksud
untuk meningkatkan kompetensi teknis, pengetahuan, maupun
aspek-aspek teknis lainnye vang diperlukan oleh pemerimrah
daerah untuk melaksanakean kewenangan pemerintah daerah
dalam kerangka pelaksanaan otonomi dacmhb sesua dengan
peraturan perundaeng-undangan.

Cukup jelas,

Pasal 23

Cukup jelas.

MPasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelus.
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